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PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.Smi

YR 1 S PENg' [ P a—
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tetentu dalam Pengadilan tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis

hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. 3272054410860001, Lahir di Sukabumi, tanggal 04 Oktober
1986, agama Islam, pendidikan Diploma IIl, pekerjaan
wiraswasta, tempat tingga! |
L
B <oia  Sukabumi, yang selanjutnya

disebut sebagai Penggugat.
melawan
Tergugat, NIK. 3272012606810900, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 1981,
agama Islam, pendidikan Diploma Ill, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tingga! |

I <ota

Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta saksi-
saksi Penggugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember

2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.Smi
tanggal 04 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Ahad, tanggal 01 Maret 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/01/111/2009 tanggal 02 Maret 2009;

[lBahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal
dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di
.
|

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana

layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan pada
saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama :

S

, NIK. 3272011402120002, laki-laki, lahir di
Sukabumi, tanggal 14 Februari 2012, pendidikan SD;

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2022
ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu
antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin bahkan tidak
mau memberikan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat kurus.
Namun Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengidap Auto imun
sudah 4 (empat) tahun dan sangat sulit bagi Penggugat untuk menaikan

berat badan;

=

Bahwa Tergugat pergi bekerja ke Maluku. Selama Penggugat dan
Tergugat menjalani hubungan jarak jauh untuk awal-awal komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun mulai

awal bulan Januari 2023 Tergugat sudah mulai susah untuk dihubungi
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dan terkadang telepon genggam Tergugat tidak aktif dengan alasan sulit
sinyal, bahkan pada saat lebaran pun Tergugat tidak pulang dan
beralasan tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat;

c. Pada bulan Mei 2023 Tergugat pulang ke Sukabumi selama 4 (empat)
hari tetapi sikap Tergugat sangat dingin kepada Penggugat dan tidak
ada perhatian sedikitpun. Tujuan Tergugat pulang hanya ingin melihat
anak-anak saja. Namun Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu
diluar bersama teman-temannya;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Mei
2023, dimana Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat berkeinginan untuk menikah dengan wanita tersebut. Kemudian
Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Semenjak saat itu antara
Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak
melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 7
(tujuh) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan
tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha
mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar
tetap tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut masih dibawah umur, serta kondisi Tergugat sibuk dan sering
bekerja keluar kota sehingga dikhawatirkan anak-anak tidak mendapatkan
waktu dan perhatian dari Tergugat serta Tergugat tidak mampu mengurus
anak-anak, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah
tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat

(Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
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9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi
membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin
lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat

mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang

bernama:

e
I
b. | -« aki, lahir di Sukabumi, tanggal 14

Februari 2012;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut

hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa
Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat
telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita
acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama  Sukabumi  bahwa
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.
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Bahwa hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat
dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali untuk
membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan
tetap pada gugatannya.

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena
upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup
untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini  dan dilanjutkan dengan
membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan,
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya
Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka

persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, | GcNNEIINE

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 9 Juli 2018
dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan

tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, | EGcTcNE

I - dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baros, Kota Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
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Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi
kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dewanni Nada Audia, | R
I 2002 03 September 2009 yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota
Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tangguh Adzeind Davinci, |
I o002l 09 April 2012 yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota
Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.4);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal |
I <ota Sukabumi, hubungan

dengan Penggugat sebagai Ibu kandung dan saksi di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam

berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantu saksi bernama
Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai
suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota

Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
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membina rumah tangga terkahir [ ENEEEEEEEEEE
|

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat

dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan

telah dikaruniai 2 anak bernama || EGTKcKNGNGNEEEEEE
|
I -ki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 14

Februari 2012, pendidikan SD dankedua anak tersebut beradala dalam

pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat bernama || GTGzG

|
I (aki-laki, lahir i

Sukabumi, tanggal 14 Februari 2012, pendidikan SD berada dalam

pemeliharaan Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan 2022 kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis

karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal di rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
jarang pulang sehingga sudah tidak memberikan nafkah batin kepada
Penggugat dan Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain
bernama Neng Suprapti bahkan merka sudah menikah dan telah

mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Mei 2023 hingga sekarang
dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggughat kurang lebih 7
bulan lamanya;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat
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sudah tida ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah

tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan

dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah
tidak sanggup untuk  merukunkan  Penggugat dengan Tergugat
karena sudah sulit untuk disatukan lagi;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan [ EGTGcGcNcNGEEEEEEEEE

. hubungan

dengan Penggugat sebagai adik klandung dan saksi di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam

berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi
bernama Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai
suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota

Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

membina rumah tangga terkahir di kediaman orang tua Penggugat

yang beralamat [N

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan

telah dikaruniai 2 anak bernama || EGcccNGNGNGGEEEEEE
|
I -ki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 14

Februari 2012, pendidikan SD dankedua anak tersebut beradala dalam

pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat bernama | Gz
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I (- i-laki, lahir di

Sukabumi, tanggal 14 Februari 2012, pendidikan SD berada dalam

pemeliharaan Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan 2022 kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis

karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal di rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
jarang pulang sehingga sudah tidak memberikan nafkah batin kepada
Penggugat dan Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain
bernama Neng Suprapti bahkan merka sudah menikah dan telah

mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Mei 2023 hingga sekarang
dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggughat kurang lebih 7
bulan lamanya;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat
sudah tida ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah

tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan

dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah
tidak sanggup untuk  merukunkan  Penggugat dengan Tergugat
karena sudah sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut,
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan
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Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka

sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan
saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon

putusan;

Bahwa selanjutnya hakim mengambil dan memperhatikan segala
sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang
lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan
pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai
ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR, Majelis
hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun
membna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil,
sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa
dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R 1 Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan
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kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di
persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalaui mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka
perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang
beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini

termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang
didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1)
serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat
bertempat kediaman dan berdomisili di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan
kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga
Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan

Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis
(P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa
dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (volledig)
dan mengikat (bindende);
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Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan
dengan alat bukti (P.2) berupa  Kutipan Akta Nikah  Penggugat dan
Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros,
Kota Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah
memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta
berdasarankan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat
hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan
Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memilki
legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana

ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis ( P.2) tersebut yang telah
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis
(P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Hakim menyatakan bahwa dengan
bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta
Kelahioran yang ditujukan membuktikan posita angka 3 (tiga). Sehubungan
bukti P.3 dan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya
tidak berubah, yakni sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), karenanya
bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan
daripadanya telah membuktikan kedua anak yang bernama || | ||GczG
|

I  -ki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 14 Februari 2012
sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertera dalam

bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir
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menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan
dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai
dengan pendapat Ulama Figh dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz 2 halaman 45,
dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar
pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa barang siapa yang dipanggil oleh
Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi
panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah
Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat
dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang
anak, tetapi sejak Agustus 2022 kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat
sudah tidak memberikan nafkah batin bahkan tidak mau memberikan kepada
Penggugat dengan alasan Penggugat kurus. Namun Tergugat sudah
mengetahui Penggugat mengidap Auto imun sudah 4 (empat) tahun dan sangat
sulit bagi Penggugat untuk menaikan berat badan, Tergugat pergi bekerja ke
Maluku. Selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh untuk
awal-awal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik,
namun mulai awal bulan Januari 2023 Tergugat sudah mulai susah untuk
dihubungi dan terkadang telepon genggam Tergugat tidak aktif dengan alasan
sulit sinyal, bahkan pada saat lebaran pun Tergugat tidak pulang dan beralasan
tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat dan Tergugat pada bulan Mei 2023
pulang ke Sukabumi selama 4 (empat) hari tetapi sikap Tergugat sangat dingin
kepada Penggugat dan tidak ada perhatian sedikitpun. Tujuan Tergugat pulang
hanya ingin melihat anak-anak saja, namun Tergugat lebih banyak
menghabiskan waktu diluar bersama teman-temannya serta Tergugat diketahui
berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Neng Suprapti dan Tergugat

berkeinginan untuk menikah dengan wanita lain tersebut, sehingga
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mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak
Mei 2023 hingga sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada komunukasi lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah
kedimaan orangtua Penggugat kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan
perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam
alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun

lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii Penggugat telah tidak
dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat
sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak hadirannya,
namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau
orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat,
sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula
keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang
dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung
bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim
menemukan fakta—fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada hari Ahad, tanggal 01 Maret 2009, dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang

anak bernama |
I 2 Ki-Iaki, lahir i

Sukabumi, tanggal 14 Februari 2012 dan kedua anak tersebut berada
dalam pengasuhan (hadlonah) Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak Agustus 2022 kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin bahkan tidak
mau memberikan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat kurus.
Namun Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengidap Auto imun
sudah 4 (empat) tahun dan sangat sulit bagi Penggugat untuk menaikan
berat badan, Tergugat pergi bekerja ke Maluku. Selama Penggugat dan
Tergugat menjalani hubungan jarak jauh untuk awal-awal komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun mulai awal
bulan Januari 2023 Tergugat sudah mulai susah untuk dihubungi dan
terkadang telepon genggam Tergugat tidak aktif dengan alasan sulit
sinyal, bahkan pada saat lebaran pun Tergugat tidak pulang dan beralasan
tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat dan Tergugat pada bulan Mei

2023 pulang ke Sukabumi selama 4 (empat) hari tetapi sikap Tergugat
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sangat dingin kepada Penggugat dan tidak ada perhatian sedikitpun.
Tujuan Tergugat pulang hanya ingin melihat anak-anak saja, namun
Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar bersama teman-
temannya serta Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang
bernama Neng Suprapti dan Tergugat berkeinginan untuk menikah
dengan wanita lain tersebut;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah sejak Mei 2023
hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri kurang lebih 7 bulan lamanya;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat
bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan
perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan
saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara hakim juga telah
berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa
Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,
maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam

rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan
Agama Sukabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah
sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah
akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah

yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk
menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing
dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya
mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam
keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,
aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang
tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap
orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun
lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing
pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir
batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara’ dan

pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi hakim, yang kemudian
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dalil-dalil syar’i tersebut oleh hakim dijadikan pendapat hakim, sebagai
berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

wua lall ade slla lgzg il axg ll ane ), pac il lils
T

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

2. Kaedah figh yang berbunyi sebagai berikut :
15 swlaoll pasie e wl> gllawll

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan

daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang
sedapat mungkin dihindari, hamum apabila tujuan perkawinan sudah tidak
dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi
sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi
kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah
memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan
demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
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dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak ditetapkan

pada Penggugat atas kedua anak yang bernama [ EGcGcNNGEG
]
I  -«i-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 14 Februari

2012 (umur 11 tahun);

Menimbang bahwa identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti
P.3 dan bukti P.4 yang menjelaskan anak-anak yang bernama || GGz
e
I -<i-oki, lahir di Sukabumi, tanggal 14

Februari 2012 (umur 11 tahun) adalah anak dari pernikahan Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh kedua anak
tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah
dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang

perceraian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan
dengan dalil-dalil hadhanah telah menerangkan bahwa kondisi kedua anak
tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat
bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat
adalah ibu yang mampu mengurus dan menjaga anak dengan baik, keterangan
kedua saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak
dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga
keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama sudah berumur 14 tahun
dan memperhatikan anak kedua masih berumur 11 tahun dan 1 (satu) tahun,

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum
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Islam menegaskan dalam hal terjadinya perceraian "pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, namun
pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaan
sebagaimana Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut
keterangan Penggugat bahwa Tergugat menginginkan anak kedua yang
bernama [ GGG -2k, lahir di Sukabumi, tanggal 14
Februari 2012 (umur 11 tahun) berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka
Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya
untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektualnya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk
memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah
mumayyiz, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung lebih

berhak dan lebih layak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk
menetapkan hak asuh atas anak-anak (hadhanah) yang bernama | R

]
I -<i-(aki, lahir di Sukabumi, tanggal 14

Februari 2012 (umur 11 tahun) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan
kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh
secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal
14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan

terpisah mencakup :

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan

kedua orangtuanya;
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2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.
Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan

Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung

mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan

tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan
kasih sayang selaku ayah kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib
bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang
anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.

Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu

dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ayah kandungnya

sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena
hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat
ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik

bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya
dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, baik
fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak
tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman

pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir di -
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50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

41. I - <puan, lahir di Sukabumi, tanggal 04

Agustus 2009 ;

42. I <ok, lahir di Sukabumi, tanggal 14
Februari 2012;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap
memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak
tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.
H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, SH,
MH dan Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama dan dibantu oleh Nisa Ikhlasiah, SH sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Ramsyah Sihombing, SH, MH Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H
Hakim Anggota
Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,

Ttd

Nisa Ikhlasiah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Proses ' Rp. 50.000,00
- Panggilan :Rp. 390.000,00
- PNBP . Rp. 20.000,00
- Redaksi ' Rp. 10.000,00
- Meterai - Rp. 10.000,00
Jumlah :Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan No.798/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



